GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 53 TAHUN 2015
TENTANG

URAIAN JABATAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Lampiran

Menimbang :

Mengingat

KECIL DAN MENENGAH PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2 (dua).

—_

GUBERNUR PAPUA,

bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya
Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Provinsi Papua, perlu diatur lebih lanjut uraian jabatan
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Provinsi Papua;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Papua tentang Uraian Jabatan Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Papua;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2907);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun
2013 Nomor 12);

Peraturan Gubernur Papua Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi
Papua Tahun 2015 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN JABATAN DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI
PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.

2
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4

Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua.
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Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat
Daerah Provinsi Papua.

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah
Provinsi Papua.

Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Provinsi Papua.

Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah Provinsi Papua.

Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah Provinsi Papua.

Sekretaris ialah Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah Provinsi Papua.

Bidang adalah Bidang pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah Provinsi Papua.

Kepala Bidang ialah Kepala Bidang pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah Provinsi Papua.

Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah Provinsi Papua.

Kepala Sub Bagian ialah Kepala Sub Bagian pada Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Papua.

Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah Provinsi Papua.

Kepala Sub Bidang ialah Kepala Sub Bidang pada Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Papua.

Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Papua.

Kepala Unit Pelaksana Teknis ialah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Papua.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Papua.

Uraian Jabatan adalah proses dan tata cara untuk memperoleh data jabatan yang
diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan kelembagaan,
ketatalaksanaan, kepegawaian dan pengawasan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang
selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung
sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
Provinsi Papua untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun
2005 sampai dengan tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi
Papua periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi
dan program Gubernur dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Papua
dan memperhatikan RPJM Nasional.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Papua untuk periode 1
(satu) tahun dan disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
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Rencana Kerja Anggaran, yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belannja Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

BAB II
URAIAN JABATAN
Pasal 2

Uraian Jabatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Peta Jabatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur
Papua Nomor 41 Tahun 2012 tentang Uraian Jabatan Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua
Tahun 2012 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 10 Maret 2015

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 11 Maret 2015
Sekretaris Daerah Provinsi Papua

CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2015 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH






